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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis

Pengelolaan Belanja Modal pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi

Jawa Tengah maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Modal pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa

Tengah terdiri dari:

a. Belanja Tanah

b. Belanja Peralatan dan Mesin

c. Belanja Gedung dan Bangunan

d. Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

2. Pengelolaan Belanja Modal tahun anggaran 2015 mengalami

penurunan pada belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan

bangunan sedangkan kenaikan pada belanja asset tetap lainnya

dibading tahun sebelumnya, dengan rincian capaian kinerja belanja

modal tahun anggaran 2014 dengan tahun anggaran 2015 sebagai

berikut:

a. Capaian Kinerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun

2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 ada penurunan sebesar

9.91 persen atau sebesar Rp 280.804.850,-.

b. Capaian Kinerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 ada penurunan

sebesar 12.41persen atau sebesar Rp 123.404.400,-.

c. Capaian Kinerja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2015

dibandingkan dengan Tahun 2014 ada kenaikan sebesar 8.616.15

persen atau sebesar Rp. 997.344.700,-.
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3. Dalam pencatatannya belanja modal diberi perlakuan khusus

denganmelakukan pencatatan secara corollary, yaitu dicatat dengan

dua jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja dan yang lainnya untuk

mencatat asset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

4. Hasil evaluasi pengelolaan belanja modal pada Badan Arsip dan

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik meskipun

masih ada kekurangan dalam pencapaian kinerjanya disebabkan

lemahnya cara pengelolaan belanja modal sehingga di tahun anggaran

2015 belanja modal mengalami penurunan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan mengemukakan saran kepada

instansi sekiranya bermanfaat pengelolaan belanja modal pada Badan

Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik dan harus

dipertahankan oleh instansi dengan cara melakukan pernecanaan,

pengoorganisasian dan pengawasan yang tepat terhadap belanja modal

pada instansi agar dapat tetap berjalan dengan lancar.

1. Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam

pengelolaan belanja modal sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi, untuk kegiatan yang produktif sehingga mampu memberikan

pengaruh yang positif terhadap keuangan daerah.

2. Sebaiknya instansi dapat mempertahankan kinerja terkini seperti

pendampingan penatausahaan keuangan agar setiap SKPD/dinas lebih

mandiri dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dan system

akuntansi tetap berjalan dengan baik.

3. Untuk ke depannya sebaiknya instansi semakin intensif melakukan

pembinaan pengelolaan keuangan dan menambah programdan

kegiatan kerja yang dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja

aparatur.
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